
 
 
 
 
 
 

BUPATI TANAH BUMBU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
NOMOR  9 TAHUN 2011 

` 
TENTANG 

 
PAJAK SARANG BURUNG WALET 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 
Menimbang  : a.  bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli 

Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis 
Pajak Daerah yang dipungut dengan memperhatikan kriteria-kriteria 
yang telah ditetapkan; 

c. bahwa salah satu jenis Pajak Daerah menjadi potensi Daerah adalah  
sarang burung walet; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pajak  Sarang Burung Walet; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3684); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4265); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 



125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); 

   
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
dan 

BUPATI TANAH BUMBU 
 
 



MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG PAJAK  SARANG BURUNG 

WALET. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; 
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu; 
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya 

disingkat Dipenda; 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu; 
6. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu yang diberi 

tugas (tertentu) dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku; 

7. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan atau 
pengusahaan  sarang burung wallet; 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau 
BUMD dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,dana 
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi 
Sospol atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk 
badan lainnya; 

9. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga Callolelia yaitu Callocalia 
Fuchiahasa, Callocalia Maxma, Callocalia Escalanta, Callocelia Linchi; 

10. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari 
air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan 
membesarkan anak burung walet; 

11. Habitat buatan sarang burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai 
tempat burung walet bersarang dan berkembang; 

12. Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet adalah kegiatan mengelola, 
mengusahakan dan memasarkan sarang burung walet di habitat alami maupun di 
habitat buatan; 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan 
pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-udangan 
Perpajakan Dearah;  

14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang 
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang 
terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;  

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;  



16. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang  telah ditetapkan;  

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB 
adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang; 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 
surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;  

20. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender  yang menjadi dasar bagi 
wajib pajak untuk menghitung, menyetak,dan melaporkan pajak yang terutang; 

21. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus terbayar dalam Masa Pajak. 
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan  tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah 
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil  
atau Surat Tagihan Pajak Daerah. 

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat 
ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak  daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat  Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga  yang diajukan oleh Wajib Pajak; 

24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan  pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 

25. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; 
 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 
Dengan nama Pajak  Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. 

Pasal 3 
(1) Obyek Pajak adalah setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 

walet. 
(2) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan 

Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP). 

Pasal 4 
(1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan 

dan/atau mengusahakan sarang burung walet. 
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan 

dan/atau mengusahakan sarang burung walet. 
 

 



BAB III 
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN CARA 

PENGHITUNGAN PAJAK 
Pasal 5 

(1) Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung 
Walet. 

(2) Nilai Jual Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dihitung berdasarkan perkalian  antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet 
yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. 

(3) Penentuan harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan  Bupati. 

Pasal 6 
Besarnya tarif  pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
 

Pasal 7 
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6. 
 

BAB IV 
PENGUKUHAN WAJIB PAJAK 

Pasal 8 
(1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk 
dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; 

(2)   Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Dinas menetapkan secara jabatan; 

(3) Tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB V 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
Pasal 9 

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. 
 

BAB VI 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal 10 
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan kalender. 

 
Pasal 11 

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan atau penjualan 
hasil usaha sarang burung walet. 

 
BAB VII 

PEMUNGUTAN PAJAK 
Bagian Kesatu 

Cara Pemungutan Pajak 
Pasal 12 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan 


